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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang luas. Kawasan

hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk

mempertahankan keberadaan hutan tetap.1 Keberadaan kawasan hutan sangat

penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai

ekosistem yang merupakan kesatuan lahan dengan sumber daya alam hayati,

terutama pepohonan yang saling berinteraksi dalam lingkungan alamnya, hutan

memiliki keterkaitan erat antara satu elemen dengan elemen lainnya. Namun

pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mempunyai tantangan besar, yakni

adanya konflik kebutuhan dari pembangunan ekonomi dan upaya konservasi.2

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan status hutan, yang terbagi

menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang dikuasai

oleh negara dan dikelola untuk kepentingan umum, termasuk konservasi,

perlindungan lingkungan, dan pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan.

Sebaliknya, hutan hak adalah hutan yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau

badan hukum dengan hak atas lahan tersebut. Meskipun dikelola oleh pihak

1 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal
Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan, Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2021,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6636

2 Zulkarnain, “Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan”, Jurnal Agrivor, Vol. XII
No.2 Oktober Tahun 2013, hal. 234
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swasta atau perorangan, pengelolaan hutan hak tetap harus mengikuti aturan dan

kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan.3

Selain statusnya, fungsi utama hutan juga dikategorikan oleh pemerintah

menjadi tiga jenis: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan

konservasi difokuskan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya

alam yang tak tergantikan. Aktivitas manusia di hutan konservasi dibatasi untuk

melindungi ekosistem yang ada. Hutan lindung berperan dalam menjaga

ekosistem, khususnya dalam pengaturan tata air dan pencegahan bencana alam

seperti banjir dan longsor. Hutan ini sangat penting untuk stabilitas ekologi dan

kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada fungsi lingkungan tersebut.

Hutan produksi, di sisi lain, dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai

komoditas yang memiliki nilai ekonomi, seperti kayu, getah, dan produk hutan

lainnya. Meskipun dimanfaatkan secara ekonomis, pengelolaan hutan produksi

harus tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar sumber daya ini dapat

terus diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.4

Hutan-hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain

menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri, hutan juga menyediakan

berbagai jenis buah-buahan, obat-obatan, dan bahan mentah lain yang memiliki

nilai jual tinggi. Dengan berbagai fungsi dan manfaatnya, pengelolaan hutan yang

baik dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara

kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah harus memastikan bahwa

3 Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam
Pengelolaan Hutan Negara, Edisi 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 72-73

4 Ibid, hal. 74
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aktivitas yang berlangsung di dalamnya tidak melanggar ketentuan hukum yang

berlaku dan tetap bersesuaian dengan tujuan melestarikan lingkungan. Salah

satunya dengan menggunakan mekanisme untuk mengendalikan aktivitas

pengelolaan lingkungan tetap seimbang adalah dengan sistem perizinan. Izin

berfungsi sebagai alat untuk memberikan legitimasi hukum terhadap seluruh

aktivitas yang mempengaruhi lingkungan.5

Secara umum, izin merupakan pengesahan dari penguasa yang berdasarkan

undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang

menyimpang dari ketentuan larangan pada peraturan perundang-undangan. Dalam

berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya alam, izin ini diberikan oleh

pemerintah setelah memenuhi persyaratan tertentu.6 Salah satunya bentuk

pengawasan pemerintah untuk dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan

ekonomi dan lingkungan, yakni dengan memberikan izin pengelolaan perkebunan

sawit agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah

memberikan persyaratan tertentu untuk memperoleh izin tersebut. 7

Namun, meskipun telah diatur dengan tegas dalam regulasi, pemanfaatan

kawasan hutan sering kali menemui tantangan yang rumit. Pada saat ini, banyak

didapati perkebunan sawit yang status lahannya berada pada kawasan hutan

negara. Pemberian izin pada perkebunan sawit biasanya diberikan untuk lahan

5 Forestry Study Club UGM. (2018, July). Hasil Hutan Bukan Kayu Bernilai Tinggi.
Dikutip dari https://fsc.fkt.ugm.ac.id/hasil-hutan-bukan-kayu-bernilai-tinggi/

6 Sulistyani Eka Lestari et.al., “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai
Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48
No.3 April Tahun 2019, hal. 151-153

7 Christovel Rezky Janes Tendean, “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Jurnal Sam Ratulangi, Vol. VII No.9
November Tahun 2018, hal. 151
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diluar kawasan hutan negara, namun permasalahan itu timbul terutama apabila

perkebunan tersebut berada pada kawasan hutan negara. Pemanfaatan kawasan

hutan untuk perkebunan sawit tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan,

tetapi juga sering memunculkan konflik antara kebutuhan mendesak untuk

pembangunan ekonomi dan upaya konservasi yang harus dipertahankan dengan

ketat. Keberadaan perkebunan sawit di kawasan hutan merupakan masalah yang

dapat meningkatkan deforestasi di Indonesia. Selain permasalahan itu, perkebunan

sawit yang berada pada kawasan hutan negara merupakan suatu hal yang dilarang.

Karena kawasan hutan negara itu sendiri mempunyai fungsi konservasi,

perlindungan, atau produksi yang harus dipertahankan, dan setiap usaha untuk

mengubah fungsi menjadi lahan perkebunan dengan proses yang ilegal dan

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8

Perkebunan sawit hanya diperbolehkan berada pada kawasan hutan yang telah

dialokasikan untuk penggunaan lain (APL) atau di kawasan hutan yang dilepaskan

statusnya menjadi bukan kawasan hutan dengan mekanisme pelepasan kawasan

hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan

hutan yang diperbolehkan untuk penggunaan kebun sawit ialah hutan produksi

yang dapat dikonversi (HPK). Akan tetapi, hal ini juga memerlukan izin resmi

dari pemerintah serta harus memenuhi persyaratan, seperti analisis dampak

lingkungan (AMDAL). Apabila ketentuan yang berlaku tidak dipatuhi, maka

tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, yang akan dikenakan sanksi

8 Deonisa Arlinta (2023, Juli), Problem Legalitas Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan
Segera Dituntaskan. Diakses dari:

https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/17/problem-legalitas-perkebunan-sawit-
di-kawasan-hutan-segera-dituntaskan
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sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penegakan hukum

lingkungan administrasi menjadi instrumen yang penting untuk memastikan

aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efektif. 9

Penegakan hukum lingkungan administrasi dengan melalui pengenaan sanksi

administrasi merupakan hal yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran

hukum lingkungan. Salah satu tantangan terhadap kawasan hutan yaitu adanya

ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum

yang berlaku.10 Dengan maraknya permasalahan perkebunan sawit yang berada

pada kawasan hutan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang, yang memuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan yang

diperkenalkan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam menangani

pelanggaran terkait dengan masalah kehutanan dan izin perkebunan sawit di

kawasan hutan. Jika sebelumnya pendekatan hukum lebih fokus pada aspek

pidana, kini sanksi administratif menjadi langkah awal yang lebih diutamakan.11

9 Sitti Hadijah et.al., “Implikasi Keberadaan Hutan Negara terhadap Perkebunan Desa di
Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”, Jurnal Tata Loka, Vol. XXIII
No.3 Agustus Tahun 2021, hal. 321

10 Bachrul Amiq, Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum
Lingkungan, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013, hal. 3-4

11 Gema Permana Rahman et.al., “Penegakan Hukum Lingkungan (Pasca Berlakuya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)”, Jurnal
Relasi Publik, Vol. 2 No.2 Mei Tahun 2024, hal. 30
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Perubahan mengenai sanksi administratif sebagai primum remedium dapat

dilihat Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja yang menyisipkan

mengenai pengenaan pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan yang mana

pada Pasal tersebut pengenaan sanksi administrasi lebih didahulukan, hal tersebut

berbeda dari pengenaan Pasal 78 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, yang mana pada Pasal 78 mengenai pelanggaran di bidang kehutanan

lebih didahulukan sanksi pidananya.12 Penerapan terhadap sanksi administratif

perlu dikaji lebih lanjut berkaitan alasan yang melatarbelakangi diterapkannya

sanksi administrasi dan implikasinya terhadap kehidupan bernegara dan

bermasyarakat. Sanksi administratif ini meliputi berbagai tindakan, seperti

peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin

usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha

yang melanggar aturan agar dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai

ketentuan yang berlaku.13

Setiap tindakan pelanggaran harus ditindak lanjuti dengan tegas. Dalam hal ini,

sanksi administrasi menjadi salah satu unsur yang penting dalam hal mengelola

lingkungan hidup di Indonesia. Sanksi administrasi dianggap Primum Remedium

karena sanksi administrasi merupakan langkah awal dalam menanggulangi

permasalahan pelanggaran izin perkebunan sawit yang berada pada kawasan hutan.

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573

13 Robi Fitrianto. (2023, Januari). Pakar Hukum: Sesuai UUCK, Masalah Perizinan
Kebun Dikenakan Sanksi Administratif Bukan Tipikor. Dikutip dari:
https://sawitindonesia.com/pakar-hukum-sesuai-uuck-masalah-perizinan-kebun-dikenakan-sanksi-
administratif-bukan-tipikor/
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Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dengan judul “PENERAPAN

SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM DALAM

PENYELESAIAN PELANGGARAN IZIN PERKEBUNAN SAWIT DI

KAWASAN HUTAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penerapan sanksi administratif sebagai

primum remedium dalam penyelesaian penyelenggaraan izin

perkebunan sawit di kawasan hutan?

2. Bagaimana implikasi teoritik penerapan sanksi administratif

sebagai primum remedium dalam penyelesaian pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penerapan sanksi administratif

sebagai primum remedium dalam penyelesaian penyelenggaraan izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.

2. Untuk mengetahui implikasi teoritik penerapan sanksi administratif

sebagai primum remedium dalam penyelesaian pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam

bidang hukum, khususnya terkait hukum lingkungan dan administrasi

negara. Dengan menganalisis terhadap pertimbangan dan dampak

penerapan sanksi administratif terhadap izin perkebunan sawit di

kawasan hutan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan

mengenai penerapan hukum administratif yang efektif dalam upaya

perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang

pentingnya regulasi yang mengatur perizinan perkebunan sawit di

kawasan hutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan panduan praktis bagi pemerintah dan pihak terkait dalam

menerapkan sanksi administratif secara efektif untuk memastikan

kepatuhan terhadap aturan yang ada serta untuk menjaga kelestarian

lingkungan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, supaya penulisan

penelitian ini lebih tersusun secara sistematis dan sesuai dengan pokok

pembahasan, maka ruang lingkup dalam penelitian yang digunakan penulis
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sebagai analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang

mengatur penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.

F. Kerangka Teori

Untuk mendalami konsep penelitian, maka perlu adanya suatu kerangka

teori yang berguna sebagai dasar dalam berpikir yang berguna untuk

menemukan pemecahan dari satu masalah14, Landasan teori atau kerangka

konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

A. Teori Perizinan

Izin merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dan telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam arti luas, izin

merujuk pada tindakan dari pihak berwenang, berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yang memberikan persetujuan untuk

melaksanakan tindakan atau perbuatan tertentu yang pada umumnya

dilarang. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan

pemohon untuk melakukan tindakan tertentu yang biasanya dilarang,

demi kepentingan umum yang memerlukan pengawasan. Sementara itu,

perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

regulasi yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan

ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota,

14 Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Enam Media, Sumatera
Utara, 2020, hal. 3
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atau izin untuk menjalankan suatu usaha yang biasanya wajib dimiliki

oleh organisasi, perusahaan, atau individu sebelum mereka dapat

melakukan suatu kegiatan atau tindakan.15

Menurut E. Utrecht, izin adalah suatu keadaan di mana pembuat

aturan, yang pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi

memperbolehkannya asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan untuk setiap situasi konkret. Dalam konteks ini, tindakan

administrasi negara yang memberikan persetujuan atau otorisasi untuk

suatu perbuatan atau kegiatan tersebut bersifat sebagai izin. Izin ini

tidak hanya mencerminkan legalitas suatu tindakan, tetapi juga

menetapkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak

yang diberikan izin, sehingga perbuatan tersebut tetap berada dalam

kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, izin berfungsi sebagai alat kontrol administratif

yang memastikan bahwa perbuatan yang diizinkan tidak menimbulkan

pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang ada.16 Perizinan dalam

menyelenggarakan perkebunan sawit digunakan oleh pemerintah untuk

mengatur, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan usaha, termasuk

usaha perkebunan kelapa sawit, guna memastikan bahwa kegiatan

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku.

15 Rifqy Maulana, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, Jurnal Justisia, Vol. 3
No.1 Tahun 2018, hal. 90

16 Vera Rimbawani Sushanty, Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan, Cet. Pertama,
Ubhara Press, Surabaya, November 2020, hal. 7
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B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang sistematis untuk

menegakkan atau melaksanakan norma hukum sebagai pedoman bagi

individu maupun institusi dalam melakukan hubungan hukum di

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bukan

hanya melibatkan aparat penegak hukum saja, tetapi juga melibatkan

partisipasi masyarakat untuk dapat menciptakan budaya hukum yang

mendukung penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan

elemen penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial yang

dapat mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi

manusia dan supremasi hukum.17

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum itu sendiri meliputi

faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti penting dalam

konteks pelaksanaan hukum. Dalam pandangannya, penegakan hukum

itu tidak hanya bergantung kepada keberadaan norma ataupun aturan,

tetapi juga dapat pada elemen pelaksanaannya. Faktor ini termasuk

yaitu kualitas hukum itu sendiri, kesiapan dari aparat penegak hukum,

dan dukungan Masyarakat. Faktor tersebut masing-masing memiliki

peran yang penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara

efektif dan adil. Ia menegaskan bahwa pentingnya memahami faktor

17 Arfiani et.al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan
Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, Riau Law Jurnal, Vol. 6
No.1Mei Tahun 2022, hal. 53
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tersebut untuk meningkatkan sistem penegakan hukum dan

memastikan bahwa hukum mencapai tujuannya dengan baik.18

Menurut Jimly Asshidique, Penegakan Hukum merupakan tahapan

dilakukan suatu upaya untuk menegakan atau menjalankan fungsi

norma-norma hukum secara nyata dan sebagai panduan perilaku dalam

lalu lintas dan dalam hukum. Ia juga berpendapat bahwa penegakan

hukum dapat didefinisikan berdasarkan pada artian yang sempit dan

luas.

Dalam konteks hukum administrasi negara, sanksi administratif

dibutuhkan dalam penegakan hukum karena merupakan alat untuk

penegakan hukum negara untuk mengatur serta mengendalikan

perilaku Masyarakat, terutama dalam penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif dapat

ditinjau dari 3 aspek yakni substansi, kewenangan, dan prosedur.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan bahwa

sanksi yang diberikan tidak hanya memberikan efek jera, akan tetapi

untuk menjamin kepastian hukum dan mendorong kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku.19

Dalam hal pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan,

penerapan sanksi administratif menjadi esensial untuk menjaga

18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 8

19 Nurul Listiyanti et.al., “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui
Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Al’Adl, Vol. XII No.1 Januari
Tahun 2020, hal. 129
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keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan

ekonomi. Sanksi ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan yang lebih parah, serta mengatasi permasalahan

yang timbul akibat pelanggaran izin yang seringkali diabaikan. 20

C. Teori Sanksi Administrasi

Sanksi ialah suatu hukuman atau Tindakan paksaan yang

dikenakan karena tidak mematuhi peraturan atau perintah. Salah satu

jenis sanksi yang penting dalam penegakan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara yakni sanksi administrasi. Sanksi

administrasi menurut J. J. Oostenbrink yakni sanksi yang timbul dari

hubungan pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa

memerlukan pihak ketiga atau tanpa melalui proses peradilan, akan

tetapi dapat melalui proses administrasi tersendiri.21

Jenis sanksi dapat ditinjau dari segi sasarannya, yakni :

a. Sanksi Reparatoir, sanksi yang diterapkan merupakan reaksi dari

pelanggaran norma yang diberikan untuk mengembalikan pada

kondisi awal sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Sanksi Punitif, yakni sanksi yang diberikan sebagai hukuman pada

seseorang, misalnya yaitu denda administratif.

20 Samhan Nafi’ BS, “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Unes Law Review, Vol. 6 No.4 Juni Tahun 2024, hal.
10101

21 Sri Nur Hari Susanto, “Karakteristik Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu
Pendekatan Komparasi”, Administratuve Law & Governance Journal, Vol. 2 No.1 Maret Tahun
2019, hal. 133
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c. Sanksi Regresif, yakni sanksi yang diberikan merupakan reaksi

dari ketidakpatuhan kepada ketentuan yang sudah ada pada

ketetapan yang telah diterbitkan.22

Sanksi administrasi itu sendiri, lebih ditujukan kepada perbuatan.

Adapun macam-macam sanksi administrasi yakni:

a. Paksaan Pemerintah (bestuurdwang)

b. Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan) Yang Menguntungkan

c. Denda Administratif

d. Uang Paksa (dwangsom)

Sanksi administrasi negara membahas mengenai pemberian sanksi

oleh otoritas administrasi negara terhadap pelanggaran yang dilakukan

oleh individu atau badan hukum dalam kaitannya dengan peraturan

administrasi. Hal ini berguna sebagai alat dalam penegakan hukum

bagi para pelaku usaha yang menjalankan usaha perkebunan sawit yg

tidak sesuai dengan kebijakan yg telah dibuat.23

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam melakukan

suatu penelitian. Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang

digunakan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis masalah

yang menjadi fokus dalam suatu studi atau penelitian. Dengan metode ini,

22 Yonnawati, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”,
Jurnal Hukum Malahayati, Vol. III No.1 April Tahun 2022, hal. 94

23 Sulistyani Eka Lestari et.al., Op. Cit., hal. 159
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peneliti dapat secara terstruktur menentukan pertanyaan penelitian yang

relevan, mengeksplorasi berbagai variabel yang terkait, dan akhirnya

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memilih alat dan teknik

yang tepat untuk mengumpulkan data, serta untuk menginterpretasikan hasil

dengan cara yang valid dan dapat diandalkan.24

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

yakni penelitian yang hanya berfokus pada peraturan-peraturan

tertulis atau bahan hukum lainnya.Penelitian ini lebih dilakukan

melalui studi pustaka atau analisis dokumen.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian

hukum kepustakaan.Penelitian hukum normatif, juga dikenal

sebagai legal research, yakni merupakan penelitian dalam

ranah ilmu hukum dalam pengertian yang luas, yang mengacu

kepada sifat ilmu hukum yang mencakup berbagai aspek

24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta,
2022, hal. 21
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keilmuan dengan tujuan agar hukum dapat berfungsi secara

optimal untuk mencapai tujuannya.25

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum untuk mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai hal yang diteliti

dilakukan dengan menggunakan pendekatan. Pendekatan

adalah perantara untuk dapat memahami permasalahan yang

diteliti. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam

penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan

statute approach

Pendekatan perundang-undangan merupakan

pendekatan yang dilakukan dengan mengamati

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yakni

dengan menganalisis norma hukum yang berkaitan

antara yang satu dengan yang lainnya.26 Pendekatan

perundang-undangan ini membantu penulis dalam

menganalisis keterkaitan norma-norma hukum yang

ada, sehingga dapat menjelaskan mengenai

25 Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-
Doktrinal, Cet. Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Agustus 2020, hal. 47

26 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet. Pertama, Mataram University Press,
Mataram, Juni 2020, hal. 56
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penerapan sanksi administrasi bagi penyelenggaraan

izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan

pendekatan penelitian yang mengandalkan

pengumpulan beberapa konsep menjadi satu

kesatuan utuh hingga terbentuk menjadi suatu

pemahaman untuk dijadikan sebagai landasan dan

pedoman dalam melakukan suatu penelitian.

Pendekatan konseptual yakni sebagai dengan

mengandalkan pandangan dan doktrin-doktrin yang

yang berkembang dalam ilmu hukum yang

memperkuat dan mendukung argumen penelitian,

serta membantu peneliti memahami konteks dan

perkembangan terkini dari isu yang diteliti. 27

Pendekatan penelitian ini membantu penulis agar

dalam penelitian pokok pembahasan diperkuat

dengan berbagai pandangan dan doktrin-doktrin

hukum yang berkaitan dengan pada konsep

penerapan sanksi administrasi sebagai primum

remedium dalam penyelesaian pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.

27 Moh Nazir,Metode Penelitian, Cet. Kesembilan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 27
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data hukum sekunder. Data

hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber informasi yang

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan

hukum tersier. Adapun sumber informasi yang digunakan pada

penelitian ini meliputi:

a. Bahan Penelitian Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan

iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan

iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2014 Tentang Perkebunan

v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja

vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



19

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi

Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan

Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di

Bidang Kehutanan

b. Bahan Penelitian Sekunder

Bahan penelitian sekunder merupakan bahan penelitian

sebagai pendukung, misalnya buku hukum, jurnal hukum yang

memuat prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum,

hasil penelitian hukum, jurnal dan artikel hukum, website, dan

bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.28

Bahan penelitian sekunder memberikan penjelasan

tambahan yang penting untuk menganalisis peraturan dan

kebijakan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Sumber-

sumber tersebut membantu memperbanyak pemahaman tentang

topik yang diteliti.

c. Bahan Penelitian Tersier

Bahan penelitian tersier adalah sumber yang menyajikan

petunjuk dan penjelasan mengenai bahan penelitian primer

maupun bahan penelitian sekunder. Bahan penelitian tersier

28 Ibid, hal. 60
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meliputi penjelasan perundang-undangan, kamus hukum, dan

ensiklopedia hukum.29 Bahan ini memiliki fungsi untuk

mempermudah pemahaman mengenai sumber hukum utama

dan membantu dalam menginterpretasikan peraturan

perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan

dengan studi kepustakaan atau analisis dokumen terhadap berbagai

bahan hukum. Pengumpulan data dapat dilakukan yakni dengan

membaca, menelaah, mendengarkan ataupun memperoleh bahan

penelitian lainnya dengan melalui media internet30. Teknik ini

memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis sumber

hukum secara menyeluruh untuk mendapat informasi yang relevan

untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis Bahan penelitian merupakan kegiatan dalam

melakukan penelitian dengan kajian mendalam terhadap hasil

pengolahan data yang dibantu teori yang telah didapatkan

sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif

sekaligus kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk

29 Ibid, hal. 62
30 Sigit Sapto Nugroho et.al., Metodologi Riset Hukum, Cet. Pertama, Oase Pustaka, Palur

Wetan, 2020, hal. 70
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memaparkan informasi dengan jelas dan rinci sesuai dengan data

yang ditemukan.31

Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk

mengungkap fakta secara mendalam untuk mengungkap sesuatu

dibalik fenomena.32 Penulis akan terlebih dahulu mengumpulkan

bahan penelitian hukum dan non-hukum, sebelum menganalisis

secara sistematis mengenai sanksi terhadap pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini dengan

menggabungkan hasil dan teknik pengumpulan serta analisis bahan

penelitian. Setelah pengumpulan data melalui studi kepustakaan

dan analisis dokumen, penulis akan menyusun Kesimpulan dengan

melibatkan penafsiran data untuk mengidentifikasi pola dan

hubungan yang saling berkaitan dengan membandingkan temuan

dengan teori dan literatur yang ada. Kesimpulan disusun untuk

memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan

sanksi administrasi sebagai primum remedium terhadap

pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

31 Ibid, hal. 93
32 Muhaimin, Op.Cit., hal. 27-28
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H. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab. Berikut adalah

pembagian dari ke 4 bab tersebut:

BAB I : Pendahuluan

BAB I ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup,

Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

BAB II ini menguraikan teori penegakan hukum, teori sanksi

administratif, dan teori perizinan yang relevan dalam penerapan

sanksi administrasi sebagai primum remedium dalam penyelesaian

pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan hutan.

BAB III : Pembahasan

BAB III ini berisikan hasil penelitian yang berupa pembahasan

mengenai penerapan sanksi administrasi sebagai primum remedium

dalam penyelesaian pelanggaran izin perkebunan sawit di kawasan

hutan dan implikasi teoritik penerapan sanksi administratif sebagai

primum remedium dalam penyelesaian pelanggaran izin

perkebunan sawit di kawasan hutan.

BAB IV : PENUTUP

BAB IV ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian yang dilakukan.
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